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BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR !0 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan serta mempertimbangkan
perkembangan nilai ekonomis atas jenis mineral
bukan logam dan batuan,” perlu dilakukan
perubahan Peraturan Bupati Pontianak tentang
Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten
Pontianak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Mempawah,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



0

S

10.

11.

12.

13.
" tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan = Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014
tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak
Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provimsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1
Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 10);

Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2011
Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita
Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal I

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan mnilai
pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

Nilai Pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan
Batuan berdasarkan harga rata-rata yang berlaku dilokasi
setempat sebagai berikut:

No | JENIS BAHAN MINERAL BUKAN | NILAI PASAR / M3
LOGAM DAN BATUAN

1. | Granit / Batu Bahan Bangunan Rp. 65.000,-

2. | Kaolin Rp. 30.000,-

3. | Pasir dan Kerikil Rp. 40.000,-

4. | Pasir Kuarsa Rp. 25.000,-

3. | Tanah Liat / Tanah Urug Rp. 25.000,-

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besarnya Tarif Pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen)

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, sebagai berikut:
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No | JENIS BAHAN MINERAL BUKAN Pajak yang
LOGAM DAN BATUAN terutang / M3

1. | Granit / Batu Bahan Bangunan Rp. 6.500,-

2. | Kaolin Rp. 3.000,-

3. | Pasir dan Kerikil Rp. 4.000,-

4. | Pasir Kuarsa Rp. 2.500,-

5. | Tanah Liat / Tanah Urug Rp. 2.500,-

Pasal 1II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

di Mempawah
le-2~ 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAN

EMPAWAH,

MOCHRIZAL

BE_ERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH ORS
TAHUN .. 2!5.. . NOMOR ... 1D .

................



